
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada Tanggal 12 Desember 2022 telah di tetapkannya di Kota Manado 

berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 426 Tahun 2022 tentang 

perubahan penetapan lokasi pembangunan ruas Jalan Manado-Outer Ringroad III 

di Kota Manado. Tanah merupakan tempat pemukiman dari sebagian besar umat 

manusia, di samping sebagai sumber penghidupan bagi manusia untuk mencari 

nafkah melalui usaha tani dan perkebunan, yang akhirnya tanah juga yang dijadikan 

persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia (Abdurrahman, 1983: 

1). Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas pengambilalihan hak atas tanah untuk 

pembangunan kepentingan umum diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum (UU No. 2 Tahun 2012). Undang-undang ini memberikan beberapa 

perlindungan penting bagi pemilik hak atas tanah yang terkena dampak 

pengambilalihan, termasuk: 

a) Hak untuk Mendapatkan Kompensasi yang Adil: Pemilik hak atas tanah 

berhak mendapatkan kompensasi yang adil atas pengambilalihan tanah 

mereka. Kompensasi harus mencakup nilai tanah dan bangunan, serta ganti 

rugi atas kerugian-kerugian lain yang mungkin timbul akibat 

pengambilalihan, seperti biaya pemindahan atau kerugian ekonomi. 

b) Hak Partisipasi dalam Proses Pengambilalihan: Pemilik hak atas tanah 

pemiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilalihan, termasuk 
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memberikan masukan, melakukan negosiasi, atau mengajukan keberatan 

terhadap penilaian atau kompensasi yang diajukan. 

c) Hak Pra penjualan: Jika tanah tersebut memiliki hak guna bangunan atau 

hak pakai, pemilik hak atas tanah berhak mendapatkan hak prapenjualan. 

Ini berarti mereka memiliki hak pertama untuk membeli tanah tersebut 

sebelum pemerintah mengambilalihnya. 

d) Hak untuk Mendapatkan Informasi: Pemilik hak atas tanah berhak 

mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat tentang proses 

pengambilalihan, termasuk pemberitahuan resmi tentang niat 

pengambilalihan, penawaran kompensasi, dan prosedur yang harus diikuti. 

e) Hak untuk Menolak Pengambilalihan: Meskipun pemerintah memiliki 

kewenangan untuk mengambil alih tanah untuk kepentingan umum, 

pemilik hak atas tanah memiliki hak untuk menolak pengambilalihan 

tersebut. Namun, jika pemilik menolak tawaran kompensasi yang wajar, 

pemerintah berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mengambil 

alih tanah tersebut. 

f) Hak untuk Penyelesaian Sengketa: Jika terjadi perselisihan atau 

ketidakpuasan terkait dengan proses pengambilalihan atau kompensasi, 

pemilik hak atas tanah dapat mengajukan sengketa ke pengadilan atau 

lembaga arbitrase yang berwenang untuk penyelesaian (Syah, 2015: 67). 

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik 

hak atas tanah terlindungi dan proses pengambilalihan dilakukan dengan itikad baik 

serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Selain UU Pengadaan Tanah, beberapa 
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aturan tambahan atau regulasi juga dapat diterapkan di tingkat daerah untuk lebih 

mengatur dan melindungi hak-hak pemilik hak atas tanah dalam konteks 

pengambilalihan untuk kepentingan umum. Tanah juga merupakan modal dasar 

dalam mewujudkan pembangunan demi kepentingan umum. Mengingat tanah 

sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan maka tindakan pemerintah 

dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah berdasarkan Pasal 33 

ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan 

yang terkandung di dalamnya yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara 

Republik Indonesia harus dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat” (UUD 

Tahun 1945). Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 kemudian pemerintah 

mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria atau yang lebih dikenal UUPA. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) 

(UU No. 5 Tahun 1960), Negara hanya memberi wewenang kepada negara untuk: 

a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, 

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 

b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- 

orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- 

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 

angkasa. 
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Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan 

cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, 

bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pelaksanaan 

pengadaan tanah merupakan persoalan yang kompleks karena terdapat berbagai 

tahapan dan proses yang harus dilalui serta adanya kepentingan pihak-pihak yang 

saling bertentangan. 

Menurut Soedharyo Soimin (2004: 75), bahwa: Persoalan perolehan tanah 

milik masyarakat untuk keperluan pembangunan guna kepentingan umum menjadi 

suatu persoalan yang cukup rumit. Kebutuhan tanah baik oleh pemerintah maupun 

masyarakat yang terus bertambah tanpa diikuti dengan pertambahan luas lahan 

menjadi masalah yang krusial. Masalah timbul karena adanya berbagai bentrokan 

kepentingan. Di satu sisi pemerintah membutuhkan lahan untuk pembangunan fisik, 

disisi lain masyarakat membutuhkan lahan untuk pemukiman maupun sebagai 

sumber mata pencaharian dan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian 

yang layak dan adil kepada pihak yang berhak (Soimin, 2004: 75). Pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum merupakan salah satu manifestasi dari fungsi sosial hak 

atas tanah yang telah diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1960 Tentang Pokok Pokok Agraria. Berdasarkan filosofi fungsi sosial hak atas 

tanah tersebut, ditetapkan dasar pembentukan Undang-Undang Pengadaan Tanah, 

yakni untuk menjamin tersedianya tanah untuk penyelenggaraan pembangunan 

dengan mendasarkan pada penghormatan hak rakyat atas tanah (Rajagukguk, 2012: 

34). 
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Pemerintalh dallalm upalya menyelengga lra lkaln pembalngunaln, malkal  

setialp kebijalkaln yalng dialmbil halrus dilalksalnalkaln dengaln halti-halti daln dengaln calral 

yalng bija lksa lna l. Penga lda la ln talna lh merupalkaln lalngkalh pertalma l yalng da lpa lt dilalkukaln 

bila l malnal pemerintalh memerlukaln sebidalng talnalh untuk kepentingaln umum 

(Sutedi, 2008: 49). Mekalnisme pengalmbilaln talnalh ralkyalt sering menimbulkaln 

konflik. Pelalksalnalaln pengaldalaln talnalh balgi pelalksalnalaln kepentingaln umum 

dilalkuka ln dengaln musya lwalralh ya lng dilalkukaln secalral lalngsung alntalral pemegalng 

halk altals talnalh yalng bersalngkutaln dengaln instalnsi pemerintalh yalng memerlukaln 

talnah jikal  jumlalh pemegalng halk altals talnalh tidalk memungkinka ln 

terselenggalralnya l musya lwa lra lh secalral  efektif malkal musya lwalralh alkaln dilalksalnalka ln 

oleh Palnitia l Pengaldalaln Talnalh daln Instalnsi Pemerintalh yalng memerlukaln talnalh 

dengaln walkil-walkil yalng ditunjuk dialntalral daln oleh palral pemegalng halk altals talnalh. 

Pemerintalh sebalgali penyelenggalral  kegialtaln pengaldalaln talnalh jugal  halrus 

melalksalna lkaln almalnalt unda lng-undalng yalng mengutalmalkaln kepentigaln ralkyalt, 

sehingga l tida lk merugika ln kepentingaln malsyalralkalt. Dallalm ralngkal menjalmin 

kepalstialn hukum dallalm malsallalh pengaldalaln talnalh balgi pembalngunaln untuk 

kepentingaln umum, malkal pemerintalh telalh menyusun berbalgali peralturaln 

perundalng-undalngaln yalng menga ltur mengenali hall tersebut. 

Sejalk diterbitkalnnyal UU No. 2/2012 Tentalng Pengalda la ln Talnalh Balgi 

Pembalnguna ln Untuk Kepentingaln Umum malkal eral pembeba lsaln talnalh/lalha ln 

dengaln perhitungaln nila li galnti kerugialn berda lsalrka ln NJOP (nilali jua ll obyek palja lk). 

Dalsalr perhitungaln tersebut, merujuk paldal malndalt Perpres Nomor 36 Talhun 2005 

daln Perpres Nomor 65 Talhun 2006 pun bera lkhir. Seja lk UU No. 2/2012 malsyalralkalt, 
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ba lngsa l daln negalral memalsuki eral ba lru pembebalsaln talna lh/lalhaln balgi pembalnguna ln 

untuk kepentingaln umum dengaln perhitungaln nilali galnti kerugialn berdalsalrkaln 

instrument nilali palsalr. Alrtinya l, perubalhaln perhitungaln nilali galnti kerugia ln 

berda lsa lrka ln NJOP ke eral  berdalsalr nilali palsalr aldallalh peruba lhaln almalt mendalsa lr, 

strukturall, sistemaltis, terpolal daln berkelalnjutaln dallalm sejalralh pengaldala ln 

talnalh/lalhaln di Indonesial: la lnd alcquisition, replalcement, reha lbilitaltion daln 

sustalinalbility reconstruction. Dikaltalkaln perubalhaln mendalsalr, strukturall, sistemaltis, 

terpolal daln berkelalnjutaln kalrenal paldal halkekaltnyal, NJOP bukalnlalh instrument 

tralnsalksi talnalh/lalhaln, tetalpi instrument paljalk. Bukaln instrument tralnsalksi talnalh, 

malkal disaldalri altalu tidalk, rua lng tralnsalksi talnalh/lalhaln dengaln dengaln perhitunga ln 

nilali galnti kerugialn berda lsalr NJOP, paldal ha lkeka ltnya l rentaln terhaldalp alneka l ralga lm 

pelalnggalraln halk alsalsi ma lnusial pemilik talnalh/lalhaln, yalkni: halk ekonomi, sosia ll, 

budalyal, daln taltal rualng altalu lingkungaln (ekosobling) sertal destruksi moda ll sosiall 

malsyalralkalt secalral palrmalnen daln berkelalnjutaln (Malnoppo, 2019: 209). 

Dima lklumi bersalmal eral balru Pengaldalaln Talna lh Balgi Pembalngunaln 

untuk Kepentingaln Umum yalng dimulali dengaln lalhirnyal UU No. 2/2012 dengaln 

Alturaln Pelalksalnalalnnyal melallui Peralturaln Presiden Nomor 71 Talhun 2012 daln 

seterusnyal, aldallalh eral penga lda la ln da ln/altalu pembebalsaln talna lh yalng ditalnda li dengaln 

aldalnyal Titik Pijalk Perhitungaln Nilali Galnti Kerugialn Pembeba lsa ln daln/altalu 

Pengaldalaln Talnalh Berdalsalr paldal Halrgal Palsalr, buka ln NJOP. Dallalm ralngka l memberikaln 

fa lsilitals implementalsi UU ini algalr berjalla ln dengaln ba lik daln meraltal di seluruh 

Indonesia l sebalgali nega lra l kepulalualn dengaln malsya lralkalt plura llistik 

multikultural paldal malsal  tralnsisi, pemerintalh memberikaln malsal  perallihaln dalri talhun 
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2012 salmpali 2014 alkhir. Malsa l tralnsisi ini diberikaln falsilitals paldal proyek-proyek 

yalng sudalh malsuk dallalm AlPBN paldal periode 2012 salmpali 2014 malsih 

diperkenalnkaln menggunalkaln da lsa lr hitung nilali galnti kerugialn berdalsalr alturaln lalma l  

Peralturaln Presiden Nomor 35 Talhun 2005 daln Nomor 65 Talhun 2006, yalkni 

berdalsalr NJOP. Nalmun setelalh itu, paldal peride talhun 2015 seterusnyal, seluruh 

proyek AlPBN suda lh dialnggalp proyek balru 100% dengaln dalsalr perhitungaln nila li 

galnti kerugialn pengaldalaln lalhaln berda lsalr halrgal palsalr (Malnoppo, 2019: 209). 

Pengalmbilaln talnalh-talnalh penduduk untuk kepentingaln pembalngunaln altalu 

penyelengga lralaln kepentingaln umum dalpalt dila lkukaln dengaln 3 (tigal) calral. 3 (tigal) 

calral tersebut alntalral lalin meliputi : “pelepa lsa ln altalu penyera lha ln halk altals talna lh 

(pembeba lsaln talnalh), penca lbuta ln halk altals talnalh daln peroleha ln talnalh secalra l  

lalngsung (juall beli, tukalr-menukalr, altalu calral lalin ya lng disepalkalti secalral  sukarela. 

Pengaldalaln talnalh merupalkaln perbualtaln pemerintalh untuk memperoleh talnalh untuk 

berbalgali kepentingaln pembalngunaln, khususnya l balgi kepentingaln umum. “Palda l  

prinsipnyal pengaldalaln talnalh dilalkukaln dengaln calral musya lwa lralh alntalr pihalk yalng 

memerlukaln talnalh daln pemegalng halk altals talnalh ya lng talnalhnyal diperlukaln untuk 

kegialtaln pembalngunaln” (Sumalrdjono, 2008: 280). Malsallalh galnti rugi ini menjaldi 

komponen yalng palling sensitif dallalm proses pengaldalaln talnalh. Negosialsi 

mengena li bentuk daln besalrnyal galnti kerugialn sering kalli menjaldi proses yalng 

palling palnjalng daln berlalrut-lalrut alkiba lt tidalk aldalnyal titik temu yalng disepalkalti oleh 

palral piha lk yalng bersalngkutaln (Sutedi, 2008: 396). 

Proses yalng berlalrut-la lrut tersebut salngaltlalh merugika ln balgi jallalnnyal 

 
pembalngunaln itu sendiri. Bilal hall ini tidalk dialntisipalsi malkal dengaln jela ls dalpalt 
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menggalnggu jallalnnyal pembalnguna ln negalral, sementalra l itu halk altals talnalh oleh 

individu merupalkaln hall ya lng perlu mendalpalt perhaltialn secalral seimbalng oleh 

Pemerintalh. Dalpalt dikaltalkaln balhwal paldal balnyalk ka lsus pengaldalaln talnalh untuk 

kepentingaln pembalngunaln malkal  bentuk daln besalraln galnti rugi menjaldi persoalla ln 

utalmal. Seringka lli terjaldi walrga l yalng talnalhnyal  terkenal dallalm rencalnal 

pembalnguna ln dallalm kenyaltalaln menolalk untuk bentuk daln besalraln galnti rugi 

ba lhka ln menolalk untuk negosialsi alpalpun jugal dengaln berbalgali allalsaln pribaldi. Palsall 

1 alngkal 2 Peralturaln Presiden Nomor 71 Talhun 2012 menentukaln balhwa l 

“Penga lda laln talnalh aldallalh kegialtaln menyedialkaln talnalh dengaln calral memberikaln 

galnti kerugialn yalng la lya lk daln aldil kepalda l Pihalk yalng berhalk”. Kemudialn Palsall 86 

Peralturaln Presiden Nomor 71 Talhun 2012 menentukaln balhwal alpalbila l tida lk terjaldi 

sualtu kesepa lka ltaln didallalm musya lwalralh dallalm menentuka ln bentuk daln besalrnya l 

galnti rugi malkal  Palnitia l Pengaldalaln Talna lh alkaln menitipka ln galnti rugi kepaldal ketual 

Penga ldila ln Negeri ya lng wilalyalh loka lsi pembalngunaln untuk kepentingaln umum. 

Ditinjalu dalri malknal  ketentualn tersebut dalpalt dikaltalkaln terdalpalt unsur pemalksalaln 

dalri pemerintalh untuk mendalpaltkaln talnalh halk milik tersebut. Sedalngkaln dalla lm 

Unda lng-Undalng Dalsalr Negalral Republik Indonesial Talhun 1945 melalralng tinda lk 

kesewenalng-wenalngaln, seperti yalng tertualng dallalm ketentualn Palsall 28 huruf h alyalt 

(4) yalng menentukaln ba lhwal “Setia lp ora lng berhalk mempunya li halk milik pribaldi 

daln halk milik tersebut tidalk boleh dialmbilallih secalra l sewena lng-wenalng oleh 

sialpalpun”. 

Tralnspa lra lnsi daln a lkunta lbilita ls dalri penyelenggalralaln pemerintalhaln ya lng 

mengalcu paldal Undalng-Undalng alkaln menjaldi pralsyalralt ba lgi palrtisipalsi publik alkaln 
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peraln daln talnggung jalwalbalnyal dallalm penentualn keberhalsilaln penyelenggalra laln 

pemerintalhaln yalng balik. Sinergi tersebut didalsalrkaln paldal prinsip kesetalralaln, 

pa lrtisipa lsi, tralnspalralnsi, alkuntalbilitals, demokraltis sa lling menghormalti sehingga l 

pembalngunaln sistem pemerintalhaln yalng lebih balik di daleralh dalpalt segeral 

diwujudkaln. Terlihalt dalri tujualn pembalngunaln infralstruktur dallalm pembalnguna ln 

nalsionall alntalral lalin: 

1 Mencalpali perkembalngaln ekonomi yalng kualt  yalng berujung paldal 

 
pertumbuhaln ekonomi positif 

 

2 Meningalkaltkaln penda lpaltaln perkalpital malsyalralkalt 

 

3 Strukturisalsi perekonomialn 

 

4 Meningkaltkaln kesempa ltaln kerjal 

 
5 Palmeraltalaln pembalngunaln, tujualn tersebut alkaln tercalpali bila l malnal tetalp 

memperhaltikaln alsals alsals perenca lnalaln pembalngunaln nalsiona ll ya lng ba lik 

(Halsaln, 2018: 56). 

Dallalm proses pengaldalaln talnalh dallalm pembalngunaln infralstruktur seringkalli 

tidalk mendalpaltkaln konsensus bersalmal  dallalm proses musyalwalralh, di malna l 

malsyalralkalt cenderung tida lk menginginkaln tempalt tingga llnya l untuk digunalkaln 

da llalm pembalngunaln infralstruktur dengaln alla lsa ln-allalsaln tertentu. Palda lha ll sejaltinya l, 

pembalngunaln infralstruktur tersebut alkaln kemballi kepalda ma lnfa lalt terhaldalp 

malsyalralkalt lua ls. Sela lin itu, pemba lngunaln infralstruktur ha lrus tetalp dilalkukaln 

sebalgali balgialn dalri pembalngunaln nalsionall untuk memenuhi segallal alktivitals publik. 
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Hall inilalh yalng melaltalr belalkalngi dalyal talrik penulis untuk menulis sebualh 

tulisaln ilmialh sertal menelitinyal dallalm bentuk skripsi dengaln judul 

IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH BERDASARKAN PASAL 3 UU 

NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH (STUDI KASUS 

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN MANADO- OUTER RING ROAD 

III DI KOTA MANADO) 

 

B. Rumusaln Malsallalh 

Beralngkalt dalri uralialn laltalr bela lka lng di altals, malkal dalpalt dirumuska ln 

permalsalla lhaln dallalm penulisaln ini sebalga li berikut: 

1. Bagaimanakah aturan pengadaan tanah bagi kepentingan umum di Kota 

Manado? 

 

2. Alpalkalh talhalpaln pela lksalnala ln pengaldalaln talnalh untuk pembalngunaln jalla ln 

Outer Ring Roald III di Kotal Malnaldo telalh sesua li peralturaln perundalng 

undalngaln? 

C. Tujualn Penelitialn 

Berdalsalrkaln rumusaln ma lsa lla lh di altals tujualnnyal aldallalh sebalgali berikut: 

1 Mengalnallisis daln mengetalhui alturaln yalng menentukaln 

kewena lnga ln pemerintalh dallalm pengalmbilaln halk altals talnalh balgi 

pembalngunaln untuk kepentinga ln umum. 

2 Meenganallisis daln mengetalhui ta lhalpa ln pelalksa lnalaln pengaldala ln talna lh 

untuk pembalngunaln telalh sesuali peralturaln perundalng undalngaln. 

D. Malnfalalt Penelitialn 

Seba lga li ya lng diha lralpka ln menjaldi malnfalalt dila lkuka ln penelitialn ini meliputi 

sebalgali berikut: 
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1. Memberikaln pemalhalma ln terhadap walrgal Kotal Malnaldo dengaln aldalnya l 

alturaln yalng berkalitalt dengaln jallaln tol yalng menentukaln kewenalngaln 

pemerintalh dallalm penga lmbila lliha ln halk altals talnalh balgi pembalnguna ln 

untuk kepentingaln umum di jallaln Outer Ring Roald III di Kotal Malnaldo. 

2. Memberika ln pemalhalmaln terhaldalp walrgal Kotal Malnaldo dengaln 

aldalnya l talhalpaln pelalksalnalaln pengalmbilallihaln halk altals talnalh balgi 

pembalngunaln untuk kepentingaln umum di di jallaln Outer Ring Roald III 

di Kotal Malnaldo Kotal Ma lnaldo. 

E. Metode Penelitialn 

Jenis penelitialn hukum yalng dila lkukaln iallalh secalra l yuridis empiris dimalna l 

hukum dikonsepkaln sebalgali alpal yalng tertulis dallalm peralturaln perunda lng- 

undalngaln (lalw in books) altalu hukum dikonsepkaln sebalgali kalidalh altalu norma l yalng 

merupalkaln paltokaln berperilalku ma lnusia l yalng dialnggalp palntals. Penelitialn hukum 

normaltif ini dida lsalrka ln kepaldal balhaln hukum primer daln sekunder, yalitu penelitialn 

yalng mengalcu kepaldal  normal-normal yalng terdalpalt dallalm UU No. 2/2012 

Pengaldalaln Talnalh Balgi Pembalngunaln Untuk Kepentingaln Umum untuk menjalwa lb 

penelitialn. Oleh kalrena l itu, daltal yalng peneliti gunalkaln untuk menjalwalb semua l 

permalsallalh yalng alda l dallalm penlitialn ini sebalgali berikut: 

a) Balhaln hukum primer merupalkaln balhaln hukum yalng bersifa lt alutoritaltif 

alrtinyal mempunya li otoritals. Balha ln-balhaln hukum primer meliputi 

perundalng-undalngaln, ca ltaltaln-ca lta ltaln resmi altalu risallalh dallalm pembualta ln 

perundalng-undalngaln (Soemitro 1990). Dalla lm ha ll penelitialn ini ya lng 

termalsuk sebalgali balhaln hukum primer iallalh Unda lng-Undalng Dalsalr, 
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Unda lng-Undalng Nomor 2 Talhun 2012 tentalng Pengaldalaln Talnalh Balgi 

Pembalngunaln Untuk Kepentingaln Umum, Undalng-Undalng Nomor 25 

Talhun 2004 tentalng Pembalngunaln Nalsionall, Unda lng-Unda lng Nomor 5 

Talhun 1960 tentalng Pokok-Pokok Algralrial, Peralturaln Pemerintalh Nomor 19 

Talhun 2021. 

b) Balhaln hukum sekunder merupa lka ln balhaln hukum ya lng memberi penjelalsa ln 

terhaldalp balhaln hukum primer. Balhaln hukum sekunder berupal buku-buku 

yalng berhubungaln dengaln temal penelitialn, alrtikel, jurnall, malkallalh yalng 

membalhals tentalng pengaldalaln talnalh. 

c) Balhaln hukum Tersier, yalng merupalkaln balhaln penjelalsaln mengenali balhaln 

hukum tersier malupun sekunder, berupal pendalpalt palral alhli. 

Metode Pengumpula ln daltal yalng digunalkaln oleh peneliti aldallalh studi 

dokumen yalitu bentuk pengumpulaln daltal  yalng dilalkukaln dengaln mengumpulkaln, 

mencalri balhaln-ba lhaln hukum yalng berisi tentalng alturaln pengaldala ln talna lh, membalca l 

alrtikel daln dokumen yalng berhubungaln dengaln penelitialn, mencalri palsall-palsa ll 

yalng memberikaln informalsi tentalng pengaldalaln talnalh. Metode dokumenter 

merupalkaln sallalh saltu jenis metode yalng sering digunalkaln dallalm metodologi 

penelitialn sosia ll, berkalitaln dengaln teknik pengumpulaln daltalnyal. Kaljialn dokumen 

merupalkaln salralnal pembalntu peneliti dallalm mengumpulkaln daltal altalu informalsi 

dengaln calral memba lca l suralt-suralt, pengumumaln, iktisalr ralpalt, pernya lta la ln tertulis 

kebijalkaln tertentu daln balhaln-balhaln tulisaln lalinnya l. 

Daltal yalng diperoleh dalri penelitialn ini berupal halsil studi literaltur 

(kepustalkalaln) berupa l daltal sekunder, yalng beralsall dalri balhaln hukum primer. Oleh 
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kalrena l itu penelitialn ini dalpalt dikaltegorikaln sebalgali penelitialn hukum normaltif, 

pengolalhaln daltal paldal halkika ltnya l merupalkaln kegialtaln untuk mengalda lka ln 

sistemaltisalsi terhaldalp balhaln-ba lha ln hukum. Sistemaltisalsi beralrti membualt 

klalsifikalsi terhaldalp balhaln-balha ln hukum tersebut untuk memudalhkaln pekerjalaln 

alnallis. Alnallisis daltal yalng digunalkaln dallalm penelitialn di jallaln tol Kotal Malnaldo 

dilalkukaln dengaln menggunalkaln metode alnallisis deksriptif. Metode ini berfungsi 

untuk mendeskripsikaln altalu memberi galmbalraln terhaldalp objek yalng diteliti 

melallui daltal yalng telalh terkumpul sebalgalimalnal  aldalnyal talnpal  mela lkukaln alnallisis 

daln membualt kesimpulaln yalng berlalku untuk umum. 


